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1. Ringkasan Eksekutif

- Latar Belakang (Masalah dan Tujuan) :
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah
Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan
layanan kepada pengguna SPBE.

Visi SPBE :
“Terwujudnya Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi

dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Misi SPBE :

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
terpadu;

2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau
masyarakat luas;

3. Membangun pondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan andal;

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpercaya;

3. Meningkatkan Keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Manfaat SPBE :

1. Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis Pemerintahan;

2. Menerapkan Standarisasi TIK dan Standarisasi Kualitas Layanan Digital Nasional (Service Level Agreement),;

3. Memudahkan integrasi layanan Pemerintah, melalui mekanisme interoperabilitas, sehingga menumbuh
kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru;

4. Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia;

5. Menghilangkan duplikasi aplikasi dan Infrastruktur TIK, serta memperkuat keamanan informasi;

6. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penerapan SPBE.

Dampak SPBE :
Terwujudnya hasil berbagai program prioritas Pemerintah, seperti :
- Pengentasan Kemiskinan;
- Pemberantasan Korupsi;
- Peningkatan Investasi;
- Penggunaan Produk Dalam Negeri.
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Tindak Lanjut Percepatan Penerapan SPBE :

1. Penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional, dipantau secara
intensif oleh Kementerian Koordinator;

2. Kebutuhan akan portal Nasional pelayanan publik dan administrasi Pemerintahan;

3. Kebutuhan konsolidasi data di tingkat Nasional, dimulai dengan pemanfaatan Data Kependudukan;

4. Penyusunan Timeline (Peta Rencana SPBE) Instansi, selaras dengan target Nasional;

5. Penguatan Tim Koordinasi SPBE pada instansi.

Rekomendasi Target Nasional Selaras Arsitektur SPBE Nasional :
1. Untuk digunakan seluruh layanan digital Pemerintah;
2. Tersedianya layanan digital Pemerintah secara terpadu.

- Arsitektur SPBE To-Be didasari analisis :

Arsitektur SPBE To-be adalah pengubah sekaligus jembatan pengubah strategi dan jembatan menuju
pemanfaatan teknologi. Intinya adalah Strategi keselarasan Bisnis-Teknologi. Diharapkan IPPD dapat
merencanakan visi jangka menengah 3-5 tahun sebagai strategi pembangunan dan pengembangan sesuai
dengan urusan dan fungsi Pemerintahan yang ditugaskan.

Pengembangan Arsitektur SPBE To-Be dimulai dari :
- Melakukan analisis terhadap kondisi terkini IPPD dengan Rencana Strategis IPPD;
- Menyelaraskan visi SPBE sebagai prinsip pengembangan dan membentuk arah SPBE IPPD dengan hasil
analisis kondisi terkini IPPD.

Tujuan Arsitektur To-Be :

1. Basis informasi : Menyediakan Blueprint/ alat yang komprehensif sebagai acuan/arah penyelarasan untuk
bisnis dan TI instansi;

2. Manajemen sumber daya TI yang terintegrasi : Memberikan dasar untuk mengurangi masalah manajemen TI
yang timbul dari kapasitas dan kompleksitas sumber daya TI;

3. Interoperabilitas : Menyediakan landasan untuk interoperabilitas sistem melalui integrasi dan penyelarasan
sumber daya TI.

Hasil Arsitektur To-Be :

1. Arah Arsitektur untuk Mencapai Visi IPPD;

2. Blueprint TI untuk Mendukung Kegiatan Bisnis;

3. Basis Informasi untuk Perencanaan Jangka Menengah/Panjang IPPD;
4. Penyediaan Arah TI yang Konsisten.

Arah pengembangan penyelenggaraan SPBE yang tertuang dalam Arsitektur SPBE secara garis besar
memuat rencana penyelarasan bisnis dengan TI jangka menengah.

Tinjau persyaratan yang diperoleh dari arsitektur As-Is dan arahan bisnis/TI IPPD Tentukan status To-Be
dan analisis kesenjangan antara status As-Is dan To-Be.
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- Gap Analisis dan Peta Rencana SPBE :
- Gap Analisis :
Membandingkan Arsitektur SPBE As-Is dan Arsitektur SPBE To-Be, tediri dari :
1. Analisislah kesenjangan (gap) dari kondisi saat ini (Arsitektur SPBE As-Is) dengan kondisi target (Arsitektur
To-Be);
2. Susunlah rencana tindakan sebagai solusi atau perbaikan dari hasil analisis kesenjangan;
3. Tentukan Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE IPPD berdasarkan Rencana tindakan Perbaikan yang sudah

disusun.
Kerangka Kerja Penyusunan Gap Analysis SPBE IPPD :
1. Memahami Dokumen Strategis (Renstra/RPIMD) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
. Gap Analisis Kapabilitas Layanan yang akan dikembangkan untuk Pencapaian Indikator Kinerja;

2
3. Konsolidasi Rencana Pengembangan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD);
4. Mengembangkan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;

5

. Evaluasi.

- Matriks Peta Rencana SPBE :

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD melalui
serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan
penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Setiap Instansi perlu memiliki Peta Rencana SPBE IPPD, yang merupakan dokumen perencanaan
penyelenggaraan SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang
mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis/RPIJMD, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta
perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan.

Tujuannya :
Menyusun program dan kegiatan dengan ruang lingkup 7 muatan Peta Rencana SPBE berdasarkan gap
analisis antara arsitektur As-Is dan Arsitektur To-Be.

Fungsinya :
Rencana transisi/Peta rencana merupakan panduan untuk keberlanjutan dan pentahapan pengembangan
system.

Konsep Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah :
- RPIMD;
- Arsitektur SPBE;
- Peta Rencana SPBE;
- Rencana Kerja dan Anggaran.

Koordinasi SPBE Nasional, yaitu : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia.

Penanggung Jawab Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, terdiri dari : Kelompok Kerja
SPBE; dan OPD terkait lainnya.
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Muatan Peta Rencana SPBE :
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, yaitu :
Tata Kelola;
Manajemen;
Layanan;
Aplikasi;
Infrastruktur;
Keamanan;
Audit TIK.

No vk wnNH=

2. Pendahuluan
2.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah
Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan
layanan kepada pengguna SPBE.

Visi SPBE :
“Terwujudnya Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi
dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Misi SPBE :

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
terpadu;

2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau
masyarakat luas;

3. Membangun pondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan andal;

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpercaya;

3. Meningkatkan Keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Manfaat SPBE :

1. Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis Pemerintahan;

2. Menerapkan Standarisasi TIK dan Standarisasi Kualitas Layanan Digital Nasional (Service Level Agreement),;

3. Memudahkan integrasi layanan Pemerintah, melalui mekanisme interoperabilitas, sehingga menumbuh
kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru;

4. Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia;
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5.
6.

Menghilangkan duplikasi aplikasi dan Infrastruktur TIK, serta memperkuat keamanan informasi;
Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penerapan SPBE.

Sistem Informasi Arsitektur SPBE :

- Visi dan Misi SPBE;

- Referensi Arsitektur;

- Domain Arsitektur;

- Metadata Arsitektur;

- Manajemen Perubahan Arsitektur SPBE;
- Manajemen Risiko Arsitektur SPBE;

Dasar Hukum Arsitektur SPBE :

[y

H W

5.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;

Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun2022
tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Aristektur SPBE.

Kerangka Kerja Arsitektur SPBE :

Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai

konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan

SPBE, baik di level nasional, maupun di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Domain Arsitektur SPBE Nasional :

o u hr WD E

Domain Arsitektur Proses Bisnis;
Domain Arsitektur Data & Informasi;
Domain Arsitektur Layanan SPBE;
Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
Domain Arsitektur Keamanan SPBE;

3 Komponen Arsitektur SPBE :

1.
2.
3.

Referensi Arsitektur;
Domain Arsitektur;
Metadata Arsitektur.

Kompetensi Arsitektur SPBE terbagi 2, yaitu : Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. Kemampuan

dalam hal merencanakan, merancang, mendesain, menerapkan/mengimplementasikan, mengkaji, mereviu,

menilai, mengelola, dan mengendalikan arsitektur SPBE beserta sub sistem pembentuknya.
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Manajemen Program dan Kegiatan SPBE :
1. Perencanaan;
2. Implementasi;
3. Pemeliharaan;
4

. Evaluasi.

Metodologi Pembangunan Arsitektur SPBE :

1. Perencanaan Arsitektur;

2. Analisis & Desain Arsitektur;

3. Penyusunan Roadmap Inisiatif dan Implementasi;
4. Manajemen & Pengawasan Implementasi Arsitektur.

Keterkaitan Arsitektur SPBE dengan Peta Rencana SPBE :

Peta Rencana SPBE penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD melalui serangkaian
program dan kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target
tersebut, sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Dampak SPBE :

Terwujudnya hasil berbagai program prioritas Pemerintah, seperti :
- Pengentasan Kemiskinan;
- Pemberantasan Korupsi;
- Peningkatan Investasi;

- Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Tindak Lanjut Percepatan Penerapan SPBE :

1. Penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional, dipantau secara
intensif oleh Kementerian Koordinator;

2. Kebutuhan akan portal Nasional pelayanan publik dan administrasi Pemerintahan;

3. Kebutuhan konsolidasi data di tingkat Nasional, dimulai dengan pemanfaatan Data Kependudukan;

4. Penyusunan Timeline (Peta Rencana SPBE) Instansi, selaras dengan target Nasional;

5. Penguatan Tim Koordinasi SPBE pada instansi.

Rekomendasi Target Nasional Selaras Arsitektur SPBE Nasional :
1. Untuk digunakan seluruh layanan digital Pemerintah;
2. Tersedianya layanan digital Pemerintah secara terpadu.
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Koordinator Arsitektur SPBE Nasional : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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2.2. Visi dan Misi Instansi
Visi :
“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang
Akuntabel dan Profesional”.
Misi :
1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif
dan berdaya saing;

6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;

2.3. Tujuan dan Sasaran Instansi
Tujuan :
1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat;
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Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan;
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat;
Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas;

Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;

® N o v bk

Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis;

Sasaran :

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja;

Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi;

Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik;

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat;

Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat;

Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat;

Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin;
Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;

O X N Uu A WD

Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan;

10. Menurunnya Pengangguran;

11. Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan;
12. Terjaminnya Kelestarian Lingkungan;

13. Pesisir Selatan Menjadi Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia;
14. Berkembangnya Ekonomi Kreatif;

15. Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan;

16. Meningkatnya daya saing Pendidikan;

17. Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat;
18. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kreatif dan Berdaya Saing;

19. Terwujudnya Keluarga Bahagia;

20. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri;

3. Proses Bisnis Level-0

Organisasi adalah entitas yang terdiri dari fungsi bisnis, proses, dan sumber daya untuk mengejar visi dan
tujuannya. Konsep EA (Enterprise Architecture) : Cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi
organisasi, serta proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur teknologi dan informasi
keamanan yang diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya organisasi dengan lebih efektif dan

efisien.

Arsitektur SPBE Menopang Reformasi Birokrasi Tematik :
1. RB Penanggulangan Kemiskinan;

2. RB Peningkatan Investasi;

3. RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden;

4. RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
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Proses Bisnis Level-0 Peningkatan Investasi

a

KOMINFO  digitalent
Visl:

PROSES BISNIS PENINGKATAN INVESTASI

Pesisir Sel Lebih

jahtera, Maju, dan Bermartabat

di'dukung Pemerintahan yand\k

Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang| Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

Misi4:

Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai
Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan!

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman,
Tenteram dan Dinamis

Tujuan4.1:

Tujuan6.1:

[Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang
Tentram dan Dinamis

Indeks Kebahagiaan

Indikator Tujuan masyarakat

Sasaran

Sasaran6 11 Sasaran6 11

1 Terwujudnya | 2 Meningkamya

Keluarga Bahagia Partsipasi
Masyarakatdalam

Pembangunan dan

Menjaga Lingkungas

Secara Mandir,
Tnaikabor Ingikator

1
Kasus kekeras
pada anak dan

Pemberdayaan
Gender (IDG)
2 Jumiah nagari

terhadap jumian|

bencana

2. Cakupan

Ketersediaan

Rumah Layak
huni

PS.06
Pelayanan Penanaman Modal

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Me"'ngka"LY:; rzg;ﬁ:g;eﬁggr\"‘/iaa?y:z'kz‘:0"0"’" kreptif
yang Berkinerja Tinggi Secara Berkelanjutan
Indikator Tujuan e Jumlah serapan tenagq
= - i i i RI HK)ndeks| " i B
Indek Reformasi Birokrasi Indikator Tujuan PLETA BG(-'L\D K) Indikator Tujuan kefja'sektorpariwisata
e dan ekonomi kreatif
Sasaran Sasaran
Sasaran 111 Sasaran 112 Sasaran 1.1.3 Sasaran3.12: |Sasaran3.13:| Sasaran3.14 Sasaran3.15 Sasaran4.1.1 Sasaran 412
Terwujudnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkaiya | Menurunya | Meningkamya Terjaminnya Pesisir Selatan Berkembangnya.
Pemerintahan yang. Kapabilitas Birokrasi | Keterbukaan RBSekior | Penganguran Kualias Kelestarian MenjadiDaerah | EkonomiKreatf
Akuntabel dan Informasidan Unggulan Infrastrukiur Lingkungan Tujuan Wisata
inerj Favoritdi Pantai
Baratindonesia
ndkator ndkator naikaor akabr akabr akabr Tnakabor nakaior indkabor
T OpiBPK tehade T indes T Kaegort TNIaiPDRE | Tiokal | 1. Persentase
keterbukaan Sektor Pertanian| Penganguran Jjalan lingkungan hidup usaha
2. Indeks SPBE H Terbuka kabupaten 2.Lama tnggal ekonomikreatf
2.Kualifikasi Penilaian 3. Indeks Inovasi 2.indes. 2 Nilai PDRB kondisibaik wisatawan
Auntabiits Kinerla Daeran Kepuasan Sekior 2 Rasio
Instansi Pemerintan 4 indets tehoden industi Konekvias
3.Scor Nii PPD Profesonaitas | mesyaratat Pengolahan 3. Proposilahan|
4. Level Maturices 1P Brey (ADHK) sawah
Pemd
v' ProsesBisnisLevel - 0
PS.01 ; PS03
Penyelenggaraan PS.02 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap PS.05
Penataan Ruang Pengelolaan Izin Lokasi Izin Lingkungan dan Izin Perlindung N dan Promosi Penanaman Modal
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
a

a
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v ProsesBisnisLevel - 0

PROSES BISNIS

PENINGKATAN INVESTASI

PS.05
Promosi Penanaman Modal

PS.06
Pelayanan Penanaman Modal

h 4
PS.01 i
Penyelenggaraan PS.02 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Penataan R Pengelolaan Izin Lokasi Izin Lingkungan dan Izin Perlindung N dan
ang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
—
PS.04.01 Jumlah Investor yang menanamkan modal (Kegiatan)
PS.04.02 1zin y ang diterbitkan
PS.04.03 Keamanan Lingkungan y ang terjamin
PS.04.04 Manfaat y ang diterima inv estor
PS.04.01.04.01 Perencanaan

PS.04.01.04.01.01
PS.04.01.04.01.02
PS.04.01.04.01.03

Promosi Inv estasi
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
SDM y ang berkualitas

PS.04.01.04.01.04
PS.04.01.04.02
PS.04.01.04.03
PS.04.01.04.04
PS.04.01.04.05

Infrastruktur yang memadai
Pelaksanaan
Pengawasan
Pelaporan
Pengembangan Mandiri

PS.04.01.05 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masy arakat
PS.04.01.06 Pemberian Dukungan Dana dari Inv estor

PS.04.01.07 Pengadaan dan Peny erahan Fasilitas Usaha Masy arakat
PS.04.01.08 Pelaporan
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4. Arsitektur SPBE As-Is

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional yang telah dipetakan ke dalam building block tersebut, memiliki
keterkaitan satu domain dengan yang lain. Masing-masing domain Arsitektur SPBE tersebut akan mengarahkan
pada penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia secara elektronik yang terpadu, dimana Domain Proses Bisnis
sebagai “otak” yang menciptakan berbagai Domain lainnya.
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Building block Arsitektur SPBE Nasional ini kemudian dijadikan referensi bagi Instansi Pemerintah Pusat
dan Daerah untuk menjadi skema penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai kewenangan. Referensi
arsitektur nasional ini menjadi standar pengetahuan bagi Instansi Pemerintah Pusat atau Daerah, sehingga dapat
lebih memahami peran dan tanggung jawab instansi melalui proses bisnis dan selaras dengan fungsi dari Kepala
Instansi ataupun Kepala Daerah.

Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional :

Layanan Perizinan Terpadu, Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan, Layanan Pembangunan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Layanan Kesejahteraan Sosial, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat, Layanan Pemerintahan Umum, dan Satu Data.

Domain Arsitektur SPBE dari Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah disusun pada matriks
pengisian Arsitektur SPBE. Diawali dari pendefinisian dan pemetaan proses bisnis menjadi arsitektur proses bisnis
SPBE.

Domain arsitektur SPBE tersebut kemudian dipetakan dengan referensi nasional dan referensi peta proses
bisnis yang terdapat pada Instansi tersebut.

Sehingga setiap Domain Arsitektur SPBE yang dibuat dan disusun sesuai dengan arah kebijakan, strategi
dan referensi terhadap tata kelola pemerintahan yang ada.

Alat Bantu/Tools :
Sistem Informasi Arsitektur SPBE-Template Domain Arsitektur SPBE :
- Telah dipersiapkan alat bantu untuk menyusun Domain Arsitektur SPBE yang dapat memanfaatkan
template excel dan Sistem Informasi Arsitektur SPBE atau SIA SPBE;
- SIA SPBE ditujukan untuk dapat menyimpan domain-domain Arsitektur dari setiap Instansi Pemerintah,
baik Pusat atau Daerah ke dalam repositori tunggal Nasional;
- Fungsi repositori tunggal Domain Arsitektur SPBE setiap instansi agar dapat diintegrasikan dengan layanan
dan kegiatan SPBE antar instansi.

Dokumen Persyaratan :

1. Rencana Strategis (Renstra);
2. Peta Proses Bisnis;

3. Data Katalog;

4. Dokumen SOTK.

4.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis As-Is

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah. Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi
Pemerintahan dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan urusan Pemerintahan.

Tujuan Arsitektur Proses Bisnis As-Is :

1. Menggambarkan potensi kolaborasi antar instansi Pemerintah dan integrasi antar elemen fungsi
Pemerintahan;

2. Menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Mengurangi pemborosan belanja TIK yang disebabkan oleh duplikasi belanja;

4. Memberikan analisis yang objektif dalam penyederhanaan birokrasi.
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Struktur Arsitektur Proses Bisnis As-Is :

- Tingkat 1 :
- Tingkat 2 :
- Tingkat 3 :
- Tingkat 4 :

Sektor Pemerintahan;
Urusan Pemerintahan;
Fungsi Pemerintahan;
Sub Fungsi Pemerintah.

KOMINFO  digitalent
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Tabel 2, Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat Nasional

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Nasional (Level 1dan 2) .

Referensi | . P e S S _
Kode Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis i Referens: e - :
[ Xode ]  Amitektur | DetxripsiR Kode ::::i’::’r Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis Kode ol Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
- Pertahanan dan Luar Negeri (01) i 04.01 | Kesch [ Penyclenggaraan urusan pemerintahan dalam | Pemerintahan Umum (09|
? | e horbsc) o, | bidang 09.01 | Dalam Negeri Penyelenggarnan urusan pemenintahan dalam
o103 S Degara. rr 04.02 | Sosial aan urusan dalam bidang dalam negeri
ik | Mrusn em | bidang sosial 09.02 | Keuangan Penyelenggaraan urusan pemenintahan dalam
Neowri bdenghuungen luaroegerl, 04.03 urusan hon dalam | 1 i | bidang keuangan negara.
Ekonomi dan Industri (02) | bidang 09.03 | Informasi | Penyelenggarnan urusan pemerintahan dalam
02.01 |Industri Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam U a 05 — |__| | bidanginformasi.
bidang pengelolaan industri. | wi (05) .04 K y urusan dalam
o) —} Ddar Eichan D . r 05.01 | Hukum [Peny urusan dalam L | bdang
bidang | bidang hukum. 09.05 ["Peny urusan dalam
02.03 | Pertanian | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam 05.02 | |F eny urusan dalam : | bidang b nasional.
bidang pertanian. | | bidang Nasional | R
02.04 T Penyelengs urusan \han dalam | | 05.03 | Hak Asasi Mnnu,;n! 1 urusan dalam 09.06 | Aparatur Negara | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
| bidang 151 | | bidang hak asasi manusia. — | bidang pengelolaan aparatur negara.
0205 |F Peny urusan dalam Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) 09.07 Y urusan dalam
bidang akan, _ | feeor T rasan T Negara bidang negara.
02.06 | Perikanan | ::‘y::nmrnn urusan pemerintahan dalam L_ o ) ’ ,biqﬁngpqndigik,nn‘ AR
0207 | Badan Usaha Penyclenggaraan urusan pemerintahan dalam | | 06.02 | niden heobosieen dalam |
| Milik Negara bidang pengelolaan badan ussha milik negara. | et . L 3
02.08 | Investasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam | | %6 o ~ onyea pruaan
bidang pembi medal. } | dan Teknologi | bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. |
02.09 | Koperast Penyclenggaraan urusan pemerintahan dalam 06.04 | Pemuda | eny rusan dalam
bideng pembingsn koperasi. | | bidang pemberdayaan dan pengembangan
{0210 | Ussha Kecil dan | Penyclenggaraan urusan pemerintahan dalam | | | pemuda. —|
Menengsh bidang pembinaan usaha kecil dan menengah. | | 06.05 | Olahraga | Peny urusan dalam |
[02.11 | Pariwisata | Penyclenggaraan urusan pemerintahan dalam | f - Dang
| | bm’,,‘ kgnw”mm L “ [ Li dan Sumber Daya Alam (07)
- ~ Pembangunan Kewilayahan (03) | [oran [Peny urusan dalam
0301 | Pekerjaan Umum | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam | | | bidang p & |
| bidang pelceriaan umum. [07.02 | Energi [ Peny urusan dalam |
03.02 urusan pe dalam | | | bidang energi.
L1 bidang transmigrasi. 07.03 [ Peny urusan dalam |
0303 |T yelenggaraan urusan dalam | bidang
bidang 07.04 | Kelautan [Peny urusan dalam
0304 urusan dalam | || | bidang kelautan
| bidang perumahan. 07.05 |Li Hidup | Peny urusan dalam
0305 urusan dalam | bidang hidup.
| gam o bn;i:nglembangwun kawasan atau daerah — Budaya dan Agama (08) |
= criinggal | teringgal. 08.01 |Agama | urusan dalam
08 o N Caannd | {0 | bidangagama. |
o ang s ———— [08.02 | Peny urusan dalam
g dulemn. | 31 | bid :
bidang g DTSKominfo2023°

Format ID Arsitektur Proses Bisnis As-Is :

Nama Instansi (strip) DAB (titik) Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 (titik) Referensi

Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 2 (titik) Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 3 .. dst.

Metadata Arsitektur Proses Bisnis
Nama Atribut Arsitektur Proses Bisnis As-Is :

ID;

Nama Proses Bisnis;
Uraian Proses Bisnis;
Referensi Arsitektur;
Sasaran Strategis;
Indikator Kinerja Utama;
Target IKU;

Realisasi IKU;

ID Metadata Terkait.

W e N v A WD

Referensi Arsitektur Bisnis SPBE Level 3 menggambarkan standar fungsi-fungsi Pemerintahan

secara Nasional.
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Tabel 3.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis As-Is

g B - z =
2= = —= >
s 5 _ 2% 5% %’%‘2 5 3¢48% 7> 2
gg 82T ST 2 03E8 DcoziZ3E 82 k-]
525958 52 $§ 5c 88 oSEQigH 5= -8 ~ © <
Sg8cke 2° c£% £828 Teociog s 5 58 % 3 3 3
232502 22 §F €558 E558:im8 53 &3 s 8 S 3 s 3 S 3 3
552582 295§ 5 B8 >L E>8iE T E= G o= 25 25 35 5
252562 22888 h8>5% 2iSo 5F gs 85 3s 3s 33 23
@ 2y, cQ3E¢ Sceei ciZ§ g2 e =2 o2 o2 o2 o 2 s2
058598 §35%9 5868 3 c g <9 =8 =2 =2 28
EGRQETY TEcED axg 28 &5 S8 Ty 6 g g £g
a 7225851752885 32817 ZZ M 5718 =tz MRS =Zte =e =te
PESSEL Pengembangan Proses Bisnis terkait dengan Meningkatk  Nilai 310.000 679.234  Dinas Penanaman RAB.02. Ekonomidan  RAB.02.08. RAB.02.08.01 RAB.02.08.04.01 Pemerintah
KAB- Iklim Penanaman  Pengembangan Iklim dan an Investasi investasi Juta Juta Modal dan Pelayanan  Industri Penyelenggaraan Pembinaan Penetapan Pemberian  Kabupaten Pesisir
DAB.02.08.0 Modal Investasi PMA dan swasta dan Terpadu Satu Pintu Urusan Pemerintahan  Penanaman Modal Fasiltas/ Insentif Selatan
4.01.01 PMDN masyarakat Dalam Bidang Regional dibidang Penanaman
Pembinaan Modal yang menjadi
Penanaman Modal Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
PESSEL Pengembangan Proses Bisnis terkait dengan Meningkatk  Nilai 310.000 679.234  Dinas Penanaman RAB.02. Ekonomidan  RAB.02.08. RAB.02.08.01 RAB.02.08.04.02 Pemerintah
KAB- Iklim Penanaman  Pengembangan |klim dan an Investasi investasi Juta Juta Modal dan Pelayanan  Industri i Peta Pesisir
DAB.02.08.0 Modal Investasi PMA dan swasta dan Terpadu Satu Pintu Urusan Pemerintahan  Penanaman Modal Potensi Investasi Selatan
4.01.01 PMDN masyarakat Dalam Bidang Regional Kabupaten/ Kota

Pembinaan
Penanaman Modal

4.2, Domain Arsitektur Layanan SPBE As-Is

Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE As-Is :

Melalui penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan Pemerintah, maka
dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik
menuju layanan digital Pemerintah terintegras.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada
pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu. Domain layanan diklasifikasikan

berdasarkan perspektif penerima manfaat.

Struktur Referensi Arsitektur Layanan As-Is :
- Tingkat 1 : Domain Layanan;
- Tingkat 2 : Area Layanan;
- Tingkat 3 : Kategori Layanan;
- Tingkat 4 : Sub Kategori Layanan.

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) : RAL adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang

dihasilkan oleh proses bisnis tertentu.

Domain Layaman Area Layamnan

e ]
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Identifikasi dan Validasi RAL
Format ID Arsitektur Layanan SPBE As-Is :

Nama Instansi (strip) DAL (titik) Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 1 (titik) Referensi Arsitektur
Layanan Tingkat 2 (titik) Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 3 .. dst.

Nama Atribut Arsitektur Layanan SPBE As-Is :
ID;

Nama Layanan;

Tujuan Layanan;

Fungsi Layanan;

Model Referensi Layanan;

Unit Pelaksana;

Kementerian/ Lembaga terkait;

Urusan Pemerintahan Terkait;

W e N U A WD

Target Layanan;
10. Metode Layanan;

[y
[y

. Potensi manfaat;
12. Potensi ekonomi;
13. Potensi risiko;

14. Mitigasi risiko;
15.ID metadata terkait.

Tabel 3.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE As-Is

kasi pada

ngsi) yanc

menterian/Lembaga
rkait (Dependency)
. RAL Level 4

(Dependency)

<
<

Nama Layanan
Tujuan Layanan
Fungsi Layanan
nit Pelaksana — Unit
erja (Dependency)
Urusan Pemerintahan
+ RAB Level 2
. Target Layanan
(Dependency)
Potensi Manfaat
Potensi Ekonomi
Potensi Resiko
Mitigasi Resiko
« Proses Bisnis
(Dependency) (Isikan
proses bisnis level-n
RAL Level 1
Dependency)
— RAL Level 3
(Dependency)
— Instansi
(Dependency)

<

<

<
m Metode Layanan

<

<

a v v

u
K
<
Ker
Te

PESSEL  LayananPubk  Unik  Memudahia Dinas Peranamen  Kerrenteran RALO1.12.Investasi %% ektonik Inevest Tejadi  Valdesidata Updele,  -PengeeanDeta  RALOT.Layanan  RALO1.12.Investasi  RALO11201 Perinteh
K- meningkatka nlnvestor  Modaldan Pelayanan  Ivestasi BKPM or  peringkatan investor  veifiasidan nvesior-Fasifasi  Publi Perbinaan Kabupaten Pesisr
DAL01.120 nPelayanan dalam Terpadu Satu Pintu mendap pertumbuhan vaidasidata Data Investor; - Validasi Penanaman Modal Selatan
1.01.01 Penanaman  melakukan atkan  ekonomi, investor Data Investor Regional

Modl  investas kemuda menbuka

han lapangan

dalam  usaha dan

perzna mengurangi

nusaha penggangur
a

4.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi As-Is

Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi As-Is :

1. Untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya.

2. Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada
proses bisnis dan layanan di Pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data
dan informasi.

3. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan
dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip Satu
Data Indonesia.

4. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
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Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi :
- Tingkat 1 (Data Pokok);
- Tingkat 2 (Data Tematik);
- Tingkat 3 (Data Topik);
- Tingkat 4 (Data Sub Topik);

Tinghas 1 (Data Pokok) Tinghkat 2 (Date Teomavik)
FAD O icemasi Ponahanan dan Lua Negern 0107 Dara pemabhanan
0102 Cate wrusan b neges
02 01Caka nduzm
02.02Dara perdaganaan
02 03 Date pertanian
0204 Oaraperkcbunan
02.0SDarapseainaban
02 05 Data peeican an
02 07 Dara badan usshas mik re3o1s
02.08Data nwestacy
0209 Dara koperast
02 30 Clats wsaiva heod dan menengah
ozn Daraparwviz s

Data pokerjaan umum

3 02 Oiata ransmoras
3.03 Data mansportast
3.04 Dara perumabran
Gwmup-—bnnguunl-.un s oy et oo

11
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S 07 Oats keralaetanal an negaes
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@ d' Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat 1dan 2 -

KOMINFO  digitalent

Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)

l Deskripsi Data dan
05.01 | Data hukum Data yang ikan bidang hukum.
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01) 05.02 | Data Data yang ntasikan bidang keamanan.
Data pertahanan Data yang bidang 05.03 Data hak asasi Data yang merepresentasikan bidang hak asasi
negara. manusia manusia.

Data hubungan luar | Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar ‘ e A
negeri negeri. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)

X Data pendidikan Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.

Informasi Ekonomi dan Industri (02)

. . v . Data il Data yang ikan bidang
02,01 | Data industsi m‘:.{:ns merepresentasikan bidang pengelolaan Data ilmu Data yang merepresentasikan bidang ilmu
| Data perdagangan | Data yang merepresentasikan bidang perdagangan. y Data teknologi Data yang ilcan bidang teknologi.
Data pertanian Data yang merepresentasikan bidang pertanian. 06,05 | Data pemuda Data yang ikan bidang
Data perkebunan Data yang mercpresentasikan bidang perkebunan. i i ;‘;" pemuda. o
Data peternakan Data yang merepresentasikan bidang peternakan. - o olahraga - o yang 205
This ediarcs Data van| resentasikan bid, kanan., Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)
07.01 data Jata yang bidang
Deta baden weia | Dai youg merepsentadan thdeng pageidin 0705 Dai tocr - e
| (miiknegara | badanusahamiknegara.________ | 07.03 | Data ata yang bidang
0208 | Data investasi Data yang mm;mmm bidang pembinaan 07.04 | Data kelsutan data yang lang kelautan.
penanaman " 07.05 | Data lingkungan ata yang bidang i hidup.
02.09 | Data koperasi Data yang merepresentasikan bidang pembinaan hidup
koperasi. Informasi Budaya dan agama (08]
02.10 | Data usaha kecil dan | Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha X Data aga
menengah kecil dan menengah. X a g
02.11 | Data pariwi urusan i dalam bidang Informasi i Umum (09)
kepariwisataan. 09.01 | Data dalam negeri Data yang ikan bidang dalam negeri.
Informasi P i (03) 09.02 Data Data yang ikan bidang negara.
. e . 09.03 | Data informasi Data yang merepresentasikan bidang informasi.
Data pekerjaan umum | Data merepresentasikan bidan e umum. [09.04 | Data ikasi ata yang bidang i
Data transmigrasi Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi. 09.05 Data perencanaan Data yang ikan bidang
Data transportasi | Data yang merepresentasikan bidang transportasi. n nasional.
Data perumahan Data yang merepresentasikan bidang perumahan. nasional . -
Data Data yang - idang 09.06 Data aparatur negara E:::ayﬁ% oot bidang
hm atau dacrah | kawasan atau daerah tertinggal. 09.07 | Data Data yang bidang
tertinggal negara negara.
.%;_Dﬁ‘;&"&__mﬂ__ Data yan, resentasikan ‘;:g‘m . Data Pendukung Umum (10)
M Data kep Deta yang merep ang kep 10.01 | Data Kebijakan Dt yang merepresentasikan informasttekast kebijakan
Informasi Perlindungan Sosial dan Keschatan (04) |____{Pemerintah pemerin
10.02 Data Manajemen Data yang melvpruenluxknn informasi terkait
04.01 Data c Data yang i bidang Keglatan manajemen kegiatan pemerintahan.
04.02__| Data sosial Data yang bidang sosial. [10.03 | Data Data yang i informasi
04.03 | Data Data yang bidang 10.04 | Data Dukung Lainnya | Data yang merepresentasikan informasi yang tidak
perempusn peremnpuan. tercakup dalam definisi lainnya.
DTSKominfo2023°

Devi Nurita_Kelompok I_“Peningkatan Investasi” 18



Identifikasi Domain Data dan Informasi :
1. Data Input;

2. Layanan;

3. Data Output;

Penyusunan Domain pada Arsitektur Data dan Informasi dilakukan melalui identifikasi terhadap
Layanan, Proses Bisnis, Aplikasi dan Infrastruktur.

Format ID Arsitektur Data dan Informasi As-Is :
Nama Instansi (strip) DAD (titik) Referensi Arsitektur Data Tingkat 1 (titik) Referensi Arsitektur
Data Tingkat 2 (titik) Referensi Arsitektur Data Tingkat 3 .. dst.

Komponen Arsitektur Data dan Informasi As-Is :
ID Data;

Nama Data;

Uraian Data;

Tujuan Data;

Sifat Data;

Jenis Data;

Validitas Data;

Produsen Data/Penanggung Jawab Data;

W L N U; kWD

Interoperabilitas;

—_
o

. Proses Bisnis (Dependency);

—
—

. Layanan (Dependency),;

.RAD Level 1 (Dependency),;
.RAD Level 2 (Dependency),;
.RAD Level 3 (Dependency),;
.RAD Level 4 (Dependency),;

[ T =
ua A W N

Tabel 3.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi As-Is
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4.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is

Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is :

Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan
aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE,
dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
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- Pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat Perpres SPBE (berbagi pakai, efisiensi, dan
optimalisasi layanan).

- Tujuan pembangunan dan layanan Pemerintahan (Peraturan per Undang-Undang serta disesuaikan
dengan referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan.

- Standardisasi (teknologi, lisensi, kode sumber terbuka).

Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is :
- Tingkat 1 (Domain Aplikasi);
- Tingkat 2 (Area Aplikasi);
- Tingkat 3 (Kategori Aplikasi);
- Tingkat 4 (Sub Kategori Aplikasi);

Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat Nasional As-Is :
1. Aplikasi Umum :

- Aplikasi Umum Layanan Publik;

- Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan;
2. Aplikasi Khusus :

- Aplikasi Khusus Misi Tertentu;

- Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu;

Nama Atribut Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is :
ID;

Nama Aplikasi;

Uraian Aplikasi;

Fungsi Aplikasi;

Kode Model Referensi SPBE;

Layanan yang didukung;

Data yang digunakan;

Luaran;

O X N U A WD E

Basis Aplikasi;

10. Server Aplikasi

11. Tipe Lisensi Bahasa Peprograman;
12. Bahasa Peprograman;

13. Kerangka Pengembangan;

14, Basis Data;

15. Unit Pengembang;

16. Unit Operasional Teknologi;

17.1D Metada Terkait.

Format ID Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is :
Nama Instansi (strip) DAA (titik) Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat 1 (titik) Referensi Arsitektur
Aplikasi Tingkat 2 (titik) Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat 3 .. dst.
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Tabel 3.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is
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4.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is

Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is :

Arsitektur  infrastruktur SPBE  Nasional, memastikan pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan infrastruktur SPBE Nasional dilakukan secara berbagi pakai dan efisien terhubung dengan
infrastruktur SPBE IPPD.

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is :

- Tingkat 1 (Domain Infrastruktur);

- Tingkat 2 (Area Infrastruktur);

- Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur);

q :
KOMINFO ~ digitalent Tﬂksonoml
Referensi Arsitektur Infrastruktur
Kode \ Referensi Arsitektur ‘ Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitas Komputasi (01)
01.01 | Pusat Data Nasional | Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan,
penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02 | Pusat Komputasi Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan
komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi
tertentu.
01.03 | Pusat Kendali Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian
dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)
02.01 Jaringan Intra Jaringan tertutup yang menghubungkan antara
Pemerintah subsistem atau simpul jaringan dalam satu
sistem/organisasi.
02.02 | Sistem Penghubung | Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi
Layanan Pemerintah | dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)
03.01 | Kerangka Infrastruktur | Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan
dan Aplikasi lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02 | Komputasi Awan Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform
berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja
aplikasi.
Catatan: Arsitektur Infrastruktur Platform Perangkat Keras Jaringan berbeda dengan Arsitektur Infrastruktur Sistem Integrasi Jaringan Intra
Pemerintah, dimana Jaringan Intra Pemerintah dikenal dengan sebutan Pusat Kendali Jaringan dan perangkat keras platform jaringan adalah
perangkat keras yang menghubungkan satu aplikasi dengan server dan jaringan saja. DTSKominfo2023¢
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Untuk dapat menyusun Domain Arsitektur Infrastruktur, perlu dipetakan dengan kebutuhan dari
Aplikasi-aplikasi yang berjalan dalam mendukung Arsitektur Layanan Instansi Pemerintah Pusat dan

Daerah.

Atribut Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is :
ID;

Nama;

Deskripsi;

Tipe;

Status Kepemilikan;

Nama Pemilik;

Biaya Layanan;

Unit Pengembang;

W e N U A WD

Unit Operasional;
10. Jangka Waktu Pelayanan;
11. 1D Metadata Terkait.

Format ID Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is :
Nama Instansi (strip) DAI (titik) Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat 1 (titik) Referensi
Arsitektur Infrastruktur Tingkat 2 (titik) Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat 3.

Tabel 3.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is
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4.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE As-Is

Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :
Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan
pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam

SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD.

Cakupan Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :

1. Penjaminan kerahasiaan : dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan
pengendalian keamanan lainnya;

2. Penjaminan keutuhan : dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
Penjaminan ketersediaan : dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;

4. Penjaminan keaslian : dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validas;
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5. Penjaminan kenirsangkalan : dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak
ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital;
6. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :

- Tingkat 1 (Domain Keamanan);
- Tingkat 2 (Area Keamanan);
Domain Arsitektur Keamanan (DAK) :

T Arsitektur

é Kode | Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01) |
KOMINFO  digitalent 01.01 Standar Teknis dan | Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan
Prosedur Keamanan | SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas
SPBE an di bidang keamanan siber.
01.02 | Standar K ) Standar yang digunakan sebagai
Internasional pendukung dan untuk meningkatkan penerapan
keamanan SPBE. |
01.03 | Regulasi lainnya Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan

selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur
keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam
SPBE.

P Keamanan (02)

° 02.01 | Edukasi kesadaran Bentuk kegiatan di Instansi Pusal dan Pemerintan

l a ksono m I Keamanan SPBE Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan
02.02 | Identifikasi kerentanan | Bentuk Kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah

Referensi
Arsitektur

Keamanan SPBE Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko
| | keamanan SPBE

Peningkatan Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah

Keamanan SPBE Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.

| Penanganan insiden | Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah

Keamanan SPBE Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan
Kea mandadn menmitigasi risiko insiden keamanan SPBE
02.05 Audit Keamanan Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah
SPBE Daerah untuk mengukur tingkat kesesuain penerapan
standar SPBE
(03)
03.01 K Kelaikan Aplikasi Umum dilakukan
Aplikasi Umum melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat
nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi
Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan
03.02 Kelaikan Ki Kelaikan Infrastruktur SPBE
Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara
Nasional mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan

verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini
adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah
mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Standar Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :

Domain Arsitektur Keamanan Instansi Pemerintah merupakan penerapan standar-standar dalam
menjamin dan implementasi keamanan informasi. Pengisian Domain Arsitektur Keamanan dibagi menjadi
3 kategori, yaitu: Standar, Penerapan, dan Kelaikan Keamanan.

Nama Atribut Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :

ID;

Nama Standar Keamanan;
Jenis Standar Keamanan;
Deskripsi;

Tanggal Mulai Penerapan;
Tanggal Akhir Penerapan;
ID Metada Terkait.

NowuhsdwLDbd

Tabel 3.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE As-Is
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5. Arsitektur SPBE To-Be

Arsitektur SPBE To-be adalah pengubah sekaligus jembatan pengubah strategi dan jembatan menuju
pemanfaatan teknologi. Intinya adalah Strategi keselarasan Bisnis-Teknologi. Diharapkan IPPD dapat
merencanakan visi jangka menengah 3-5 tahun sebagai strategi pembangunan dan pengembangan sesuai
dengan urusan dan fungsi Pemerintahan yang ditugaskan.

Pengembangan Arsitektur SPBE To-Be dimulai dari :
- Melakukan analisis terhadap kondisi terkini IPPD dengan Rencana Strategis IPPD;
- Menyelaraskan visi SPBE sebagai prinsip pengembangan dan membentuk arah SPBE IPPD dengan hasil
analisis kondisi terkini IPPD.

Tujuan Arsitektur To-Be :

1. Basis informasi : Menyediakan Blueprint/ alat yang komprehensif sebagai acuan/arah penyelarasan untuk
bisnis dan TI instansi;

2. Manajemen sumber daya TI yang terintegrasi : Memberikan dasar untuk mengurangi masalah manajemen TI
yang timbul dari kapasitas dan kompleksitas sumber daya TI;

3. Interoperabilitas : Menyediakan landasan untuk interoperabilitas sistem melalui integrasi dan penyelarasan
sumber daya TI.

Hasil Arsitektur To-Be :

1. Arah Arsitektur untuk Mencapai Visi IPPD;

Blueprint TI untuk Mendukung Kegiatan Bisnis;

Basis Informasi untuk Perencanaan Jangka Menengah/Panjang IPPD;

H W N

Penyediaan Arah TI yang Konsisten.

Arah pengembangan penyelenggaraan SPBE yang tertuang dalam Arsitektur SPBE secara garis besar
memuat rencana penyelarasan bisnis dengan TI jangka menengah.
Tinjau persyaratan yang diperoleh dari arsitektur As-Is dan arahan bisnis/TI IPPD Tentukan status To-Be
dan analisis kesenjangan antara status As-Is dan To-Be.
Tugas :
- Tentukan Arah To-Be : Tinjau persyaratan dan analisis lingkungan bisnis/TI dan kembangkan arah
arsitektur To-Be dengan Hasil Kerja Arah Arsitektur To-Be;
- Tulis Hasil Kerja : sesuai dengan arahan arsitektur To-Be dan format standar dengan Hasil Kerja Produk
Arsitektur;
- Analisis Kesenjangan : Periksa cakupan arsitektur To-Be dibandingkan dengan arsitektur As-Is serta
Turunkan perbedaan antara arsitektur As-Is dan To-Be dengan Hasil Kerja Analisis Kesenjangan Arsitektur
As-Is/To-Be.

Tahapan Pengembangan Arsitektur To-Be :
1. Pertimbangan untuk Pendirian Arsitektur To-Be :
- Arah Untuk Setiap Area Arsitektur : Terapkan bisnis yang diinginkan instansi dan perubahan TI serta
Terapkan persyaratan pemangku kepentingan untuk perbaikan;
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- Kelayakan : Tetapkan arsitektur To-Be yang layak, dengan mempertimbangkan kerangka waktu antara
status As-Is dan To-Be (3 hingga 5 tahun) serta Tinjau arsitektur To-Be secara teratur dan pertimbangkan
peningkatan;

- Hubungan Antara As-Is dan To-Be Arsitektur : Arsitektur To-Be harus mencakup semua komponen dalam
arsitektur As-Is dan Pertimbangkan hubungan antara area arsitektur dalam arsitektur As-Is dan To-Be.

2. Pertimbangan untuk Pendirian Arsitektur To-Be :

- Penggunaan Referensi Model : Identifikasi dan terapkan komponen yang dapat digunakan kembali
menggunakan model referensi serta Pertimbangkan untuk menggunakan model referensi untuk
menyelaraskan arsitektur lembaga dengan arsitektur Pemerintah;

- Survei Persyaratan TI : Dapatkan persyaratan pengguna dari wawancara dan/atau survei, dan terapkan
dalam mengembangkan arahan arsitektur To-Be;

- Kegunaan Arsitektur To-Be : Tentukan ruang lingkup (bisnis, aplikasi, data, teknis, keamanan) dan
kedalaman (perencana, pemilik, manajer, pengembang) arsitektur To-Be dan pertimbangkan
penggunaannya (evaluasi proyek TI, dll).

Mendefinisikan Arah Arsitektur To-Be :
- Pendapat pengguna (persyaratan TI, analisis tuntutan, dll);

- Implikasi arsitektur To-Be berasal dari analisis arsitektur As-Is.

Tinjauan Arsitektur To-Be :
- Visi/Prinsip Arsitektur;
- Karakteristik Arsitektur As-Is dan Analisis Persyaratan TI : analisis kebutuhan TI serta implikasi dari analisis
arsitektur As-Is;
- Implikasi Untuk Arsitektur To-Be : Dokumentasikan arah arsitektur To-Be, kumpulkan umpan balik, dan

selesaikan.

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-Be :
- Tinjau arsitektur As-Is untuk mendapatkan persyaratan dan arahan;
- Gunakan model referensi dan standar untuk menganalisis detail komponen EA; dan
- Buat perubahan pada arsitektur As-Is dan buat arsitektur To-Be.

5.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis To-Be

Pengembangan Arsitektur Proses Bisnis To-Be :
Tentukan Inovasi Proses Bisnis dari layanan Pemerintah yang selaras dengan metamodel bisnis dan

arah prinsip proses bisnis serta tujuan arsitektur As-Is.

Persyaratan Arsitektur Proses Bisnis To-Be :
1. Analisis SOTK dan Renstra :

- Analisis SWOT strategi bisnis;

- Analisis Rantai Nilai data dan bisnis;

- Pemetaan Perbaikan Proses Bisnis Business Process Improvement (BPI);
2. Arah Kerangka Kerja EA :

- Membuat peta referensi metamodel As-Is dengan artefak inovasi BPI;
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3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :

- Peluang Peningkatan Arsitektur Bisnis As-Is sebagai inovasi.

Domain Arsitektur Proses Bisnis To-Be :

1. Arah Kerangka Kerja Arsitektur To-Be :

inovasi BPI.

2. Mengidentifikasi Fungsi Bisnis;

3. Mengembangkan Arsitektur Bisnis.

Membuat peta referensi metamodel As-Is dengan artefak

Selanjutnya, proses bisnis yang telah ditentukan untuk dilakukan inovasi atau improvement,

disesuaikan dengan :
- Visi lembaga,
- Fungsi bisnis dan;

- Tujuan peningkatan yang diharapkan.

Terakhir mendefinisikan bagan proses bisnis, hingga mendefinisikan metadata Arsitektur Bisnis

yang telah dilakukan inovasi.

Nama Atribut Arsitektur Proses Bisnis To-Be :

ID;

Nama Proses Bisnis;
Uraian Proses Bisnis;
Referensi Arsitektur;

Sasaran Strategis;

Target IKU;
Realisasi IKU;
10. ID Metadata Terkait.

O e NV A WD

Indikator Kinerja Utama;

Tabhel 4 1. Domain Arsitektur Proses Bisnis To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO.

AS-IS

ANALISIS

TO-BE

RENCANA TINDAK

DOMAIN PROSES BISNIS

Proses Bisnis terkait
dengan Pengembangan
Iklim dan Investasi

Belum maksimalnya
pengembangan iklim
dan investasi yang dilihat
dari segi pertumbuhan
ekonomi.

Meningkatnya investor
yang menanamkan
modalnya di Kab.
Pesisir Selatan.

Upaya untuk
menciptakan iklim
investasi yang lebih
kondusif diperlukan
menarik investor untuk
menanamkan modal di
Kab. Pesisir Selatan,
sehingga dapat
membuka lapangan
kerja baru bagi
masyarakat dan dapat
mendorong pertumbuhan
ekonomi.
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5.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE To-Be

Pengembangan Arsitektur Layanan To-Be :
Tentukan layanan Pemerintah yang sejalan dengan persyaratan bisnis, prinsip arsitektur layanan,
dan tujuan arsitektur As-Is, serta layanan pemerintah internal dan eksternal yang saling mendukung.

Persyaratan Arsitektur Layanan To-Be :
1. Analisis Manajemen Arsitektur Layanan :
- Analisis SWOT layanan;
- Analisis SIPOC data dan bisnis;
- Analisis manajemen layanan.
2. Arah Kerangka Kerja EA :
- Informasi sel arsitektur layanan;
- Prinsip arsitektur layanan;
- Bisnis, data, aplikasi, struktur dan arah arsitektur teknis.
3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :
- Info Arsitektur Layanan As-Is;
- Peluang Peningkatan Arsitektur;

- Layanan As-Is.

Domain Arsitektur Layanan SPBE To-Be :
1. Mengembangkan Arsitektur Bisnis;

2. Arah Arsitektur Layanan;

3. Derivasi Arsitektur Layanan;

4. Pengembangan Arsitektur Layanan.

Nama Atribut Arsitektur Layanan SPBE To-Be :
ID;

Nama Layanan;

Tujuan Layanan;

Fungsi Layanan;

Model Referensi Layanan;

Unit Pelaksana;

Kementerian/ Lembaga terkait;

Urusan Pemerintahan Terkait;

W e N U A WD

Target Layanan;

—_
o

. Metode Layanan;

[y
[y

. Potensi manfaat;

—
N

. Potensi ekonomi;

—
w

. Potensi risiko;
14. Mitigasi risiko;
15.1ID metadata terkait.
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Tabel 4.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO. AS-IS

ANALISIS

TO-BE

RENCANATINDAK

2. |DOMAIN LAYANAN

Layanan Publik

Belum terealisasikannya
izin prinsip yang telah
dikeluarkan.

Meningkatkan kualitas
pelayanan dan segi
SumberDaya Manusia,
Waktu dan Biaya.

Semua aspek
pendukung iklim
investasi harus terus
ditingkatkan, realisasi

pemberian izin yang
masih dalam rentang
2-7 hari mesti
diupayakan agar

lebih singkat dengan
tetap menjaga kualitas
pelayanan yang baik.

5.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi To-Be

Pengembangan Arsitektur Data dan Informasi To-Be :
Tentukan struktur data dan antarmuka yang sejalan dengan persyaratan bisnis, prinsip arsitektur
data, dan tujuan arsitektur As-Is.

Persyaratan Arsitektur Data dan Informasi To-Be :
1. Analisis Manajemen Arsitektur Data :

- Analisis status penggunaan data;

- Analisis struktur data;

- Analisis standar data;

- Analisis manajemen data;
2. Arah Kerangka Kerja EA :

- Informasi sel arsitektur data;

- Prinsip arsitektur data

- Bisnis, aplikasi, struktur dan arah arsitektur teknis;
3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :

- Info Arsitektur Data As-Is;

- Peluang Peningkatan Arsitektur;

- Data As-Is;

Domain Arsitektur Data dan Informasi To-Be :
1. Mengembangkan Arsitektur Data;

2. Arah Arsitektur Data;

3. Derivasi Elemen Arsitektur Data;
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Komponen Arsitektur Data dan Informasi To-Be :
ID Data;

Nama Data;

Uraian Data;

Tujuan Data;

Sifat Data;

Jenis Data;

Validitas Data;

Produsen Data/Penanggung Jawab Data;

L N AW DN

Interoperabilitas;

—
o

. Proses Bisnis (Dependency);

—
—

. Layanan (Dependency),;

.RAD Level 1 (Dependency);
.RAD Level 2 (Dependency);
14.RAD Level 3 (Dependency),;
15.RAD Level 4 (Dependency);

-
w N

Tabel 4.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO. AS-IS ANALISIS TO-BE RENCANATINDAK
3. |DOMAIN DATA DAN INFORMASI
Data Investor Kurang validnya data Mengidentifikasi data  |Menyajikan data investor

potensi investasi pada |investasi untuk dijadikan ([dengan valid sesuai
sektor-sektor strategis. |bahan bagi investor dengan SOP yang
dalam pengurusan izin |berlaku (Peraturan
investasi (clean and BSSN No. 4 Tahun
clear). 2021)

5.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE To-Be

Pengembangan Arsitektur Aplikasi To-Be :
Identifikasi aplikasi unit dan kembangkan arsitektur aplikasi sambil mempertimbangkan hubungan
dengan arsitektur bisnis dan data.

Persyaratan Arsitektur Aplikasi To-Be :

1. Analisis Tren Sistem Aplikasi :
- Analisis tren sistem aplikasi dan solusinya;
- Analisis pedoman dan regulasi;
- Analisis praktik terbaik.

Devi Nurita_Kelompok I_“Peningkatan Investasi” 29



2. Arah Kerangka Kerja EA :

- Informasi sel arsitektur aplikasi;

- Prinsip arsitektur aplikasi;

- Bisnis, layanan, data, struktur dan arah arsitektur teknis;
3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :

- Info Arsitektur Aplikasi As-Is;

- Peluang Peningkatan Arsitektur;

- Aplikasi As-Is;

Domain Arsitektur Aplikasi SPBE To-Be :
Pengembangan Arsitektur Layanan;
Pengembangan Arsitektur Data;
Identifikasi Fungsi Aplikasi;

Temukan Aplikasi;

Pengembangan Arsitektur Aplikasi.

i bW N

Nama Atribut Arsitektur Aplikasi SPBE To-Be :
ID;

Nama Aplikasi;

Uraian Aplikasi;

Fungsi Aplikasi;

Kode Model Referensi SPBE;
Layanan yang didukung;

Data yang digunakan;

Luaran;

Basis Aplikasi;

10. Server Aplikasi

11. Tipe Lisensi Bahasa Peprograman;
12. Bahasa Peprograman;

13. Kerangka Pengembangan;

14. Basis Data;

15. Unit Pengembang;

16. Unit Operasional Teknologi;

17.1D Metada Terkait.

W oo N AW

Tabel 4.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO. AS-IS ANALISIS TO-BE RENCANATINDAK

Aplikasi Sicantik Belum sesuainya Mempermudah investor |Mempromosikan aplikasi
(Aplikasi Cerdas penggunaan aplikasi dalam penggunaan perizinan kepada
Layanan Perizinan perizinan dengan akses layanan perizinan |investor untuk bisa
Terpadu untuk P ublik) penerapan SOP yang melalui aplikasi. mengakses layanan
dan Aplikasi 0SS berlaku. menggunakan aplikasi
(Online Single tersebut.
Submission)
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5.5.

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE To-Be

Pengembangan Arsitektur Infrastruktur To-Be :
Turunkan persyaratan to-be dari analisis tren teknis dan arahan arsitektur dan tentukan model teknis
To-Be.

Persyaratan Arsitektur Infrastruktur To-Be :
1. Analisis Tren Teknologi :
- Analisis tren untuk teknologi yang ada;
- Analisis tren untuk teknologi baru;
- Analisis teknologi integrasi antar lembaga;
- Analisis TRM/SP.
2. Arah Kerangka Kerja EA;
- Informasi sel arsitektur teknis;
- Prinsip arsitektur teknis;
- Bisnis, data, aplikasi, struktur dan arah arsitektur data;
3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :
- Info Arsitektur Teknis As-Is Peluang Peningkatan Arsitektur Teknis As-Is.

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE To-Be :
1. Technical Architecture Directions;

2. Technical Elements Definition;

3. Technical Architecture Development.

Technical Architecture Development, terdiri dari Metadata : Metadata Fasilitas Komputasi, Metadata
Perangkat Keras Server, Metadata Perangkat Keras Keamanan, Metadata Jaringan Intra Pemerintah,
Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan, Metadata Perangkat Lunak Platform, Metadata Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah, Metadata Perangkat Keras Jaringan, Metadata Komputasi Awan,
Metadata Perangkat Keras Periferal.

Pemetaan Metadata Arsitektur Infrastruktur :
Penyusunan metadata Arsitektur Infrastruktur yang dilakukan perbaikan atau inovasi sesuai dengan
kebutuhan inovasi proses bisnis, data, layanan, dan aplikasi.

Tabel 4.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO. AS-IS ANALISIS TO-BE RENCANATINDAK
5. |DOMAIN INFTRASTRUKTUR
Pusat Data Nasional Belum optimalnya Mewvwjudkan regulasi Menyediakan data

investor memperoleh tentang penyediaan data|informasi mengenai peta
informasi data tentang untuk peningkatan (geospasial) lahan
ketersediaan lahan investasi dalam hal potensial bagi investor
untuk kebutuhan penyelesaian potensi untuk melakukan
investasi. lahan yang produktif. investasi.
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5.6.

Domain Arsitektur Keamanan SPBE To-Be

Pengembangan Arsitektur Keamanan To-Be :

Menganalisis arah bisnis dan arsitektur lainnya, mendapatkan persyaratan keamanan melalui

analisis masalah keamanan dan kebijakan keamanan agensi, dan menentukan model keamanan yang

komprehensif.

Persyaratan Arsitektur Keamanan To-Be :

1.

Analisis Tren Keamanan :

- Analisis masalah keamanan;

- Analisis tren teknologi keamanan;

Analisis pedoman keamanan;

- Analisis tren keamanan informasi.

Arah Kerangka Kerja EA :

- Informasi sel arsitektur teknis;

- Prinsip arsitektur teknis;

- Pemetaan Bisnis, Layanan, dan Data Kritis;

- Arah arsitektur keamanan.

Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :

- Info Arsitektur Keamanan As-Is Peluang Peningkatan Arsitektur Keamanan As-Is.

Domain Arsitektur Keamanan SPBE To-Be :
1. Arah Arsitektur Keamanan;

2. Penurunan Komponen Arsitektur Keamanan;
3. Arsitektur Keamanan Perkembangan.

Arsitektur Keamanan

Perkembangan :

Keamanan, Metadata Edukasi Keamanan, Metadata Identifikasi Keamanan.

Nama Atribut Arsitektur Keamanan SPBE To-Be :
1. ID;

N o wusAdwN

Nama Standar Keamanan;

Jenis Standar Keamanan;
Deskripsi;

Tanggal Mulai Penerapan;
Tanggal Akhir Penerapan;

ID Metada Terkait.

Tabel 4.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO.

AS-IS

ANALISIS

TO-BE

RENCANATINDAK

6. |DOMAIN KEAMANAN

Peraturan BSSN No. 4
Tahun 2021

Belum optimainya
keamanan data
sehingga bisa terjadinya
kebocoran data.

M elindungi data investor
dengan menjaga
kerahasian data investor
agar tidak diketahui oleh
pihak lain.

Menerapkan peraturan
tentang manajemen
keamanan informasi,
standar teknis dan
prosedur penerapan
keamanan data investor.
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6. Peta Rencana SPBE

6.1.

Gap Analysis

Melakukan Gap Analysis :
Membandingkan Arsitektur SPBE As-Is dan Arsitektur SPBE To-Be, tediri dari :
1. Analisislah kesenjangan (gap) dari kondisi saat ini (Arsitektur SPBE As-Is) dengan kondisi target

(Arsitektur To-Be);

2. Susunlah rencana tindakan sebagai solusi atau perbaikan dari hasil analisis kesenjangan;

3. Tentukan Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE IPPD berdasarkan Rencana tindakan Perbaikan yang sudah

disusun.

Kerangka Kerja Penyusunan Gap Analysis SPBE IPPD :

1. Memahami Dokumen Strategis (Renstra/RPIMD) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan;

2. Gap Analisis Kapabilitas Layanan yang akan dikembangkan untuk Pencapaian Indikator

Kinerja;

Konsolidasi Rencana Pengembangan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD);

4. Mengembangkan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;

Evaluasi.
Tabel 5.1. Gap Analysis
Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be
NO. AS-IS ANALISIS | TO-BE RENCANA TINDAK
4. DOMAIN PROSES BISNIS

Proses Bisnis terkait
dengan Pengembangan
Iklim dan Investasi

Belum maksimalnya
PrPengembangan iklim
dan investasi yang dilihat
dari segi pertumbuhan
ekonomi.

Meningkatnya investor
yang menanamkan
modalnya di Kab.
Pesisir Selatan.

Upaya untuk
menciptakan iklim
investasi yang lebih
kondusif diperiukan
menarik investor untuk
menanamkan modal di
Kab. Pesisir Selatan,
sehingga dapat
membuka lapangan
kerja baru bagi
masyarakat dan dapat
mendorong pertumbuhan
ekonomi.

DOMAIN LAYANAN

Layanan Publik

Belum terealisasikannya
izin prinsip yang telah
dikeluarkan.

Meningkatkan kualitas
pelayanan dari segi
Sumber Daya Manusia,
Waktu dan Biaya.

Semua aspek
pendukung iklim
investasi harus terus
ditingkatkan, realisasi
pemberian izin yang
masih dalam rentang
2—7 hari mesti
diupayakan agar
lebih singkat dengan
tetap menjaga kualitas
pelayanan yang baik.

DOMAIN DATA DAN INFORMASI

Data Investor

Aplikasi Sicantik
(Aplikasi Cerdas
Layanan Perizinan
Terpadu untuk Publik)
dan Aplikasi OSS
(Online Single
Swubmission)

Kurang validnya data
potensi investasi pada
sektor-sektor strategis.

Belum sesuainya
Penggunaan aplikasi
perizinan dengan
pPpenerapan SOP yang
berlaku.

Mengidentifikasi data
investasi untuk dijadikan
bahan bagi investor
dalam pengurusan izin
investasi (clean and
clear).

Mempermudah investor
dalam penggunaan
akses layanan perizinan
melalui aplikasi.

Menyajikan data investor
dengan valid sesuai
dengan SOP yang
berlaku (Peraturan
BSSN No. 4 Tahun
2021)

Mempromosikan
aplikasi perizinan
kepada investor untuk
bisa mengakses layanan
menggunakan aplikasi
tersebut.

DOMAIN INFTRASTRUKTUR

Pusat Data Nasional

Belum optimalnya
investor memperoleh
informasi data tentang
ketersediaan lahan untuk
kebutuhan investasi.

Mewujudkan regulasi
tentang penyediaan data
untuk peningkatan
investasi dalam hal
penyelesaian potensi
lahan yang produktif.

Menyediakan data
informasi mengenai peta
(geospasial) lahan
potensial bagi investor
untuk Mmelakukan
investasi.

DOMAIN KEAMANAN

Peraturan BSSN No. 4
Tahun 2021

Belum optimalnya
keamanan data
sehingga bisa terjadinya
kebocoran data.

Melindungi data investor
dengan menjaga
kerahasian data investor
agar tidak diketahui oleh
pihak lain.

Menerapkan peraturan
tentang manajemen
keamanan informasi,
standar teknis dan
prosedur penerapan
keamanan data investor.
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6.2. Matriks Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD
melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target
dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Setiap Instansi perlu memiliki Peta Rencana SPBE IPPD, yang merupakan dokumen perencanaan
penyelenggaraan SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang
mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis/RPJMD, dan Peta Rencana SPBE
Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-
waktu sesuai dengan kebutuhan.

Tujuannya :
Menyusun program dan kegiatan dengan ruang lingkup 7 muatan Peta Rencana SPBE berdasarkan
gap analisis antara arsitektur As-Is dan Arsitektur To-Be.

Fungsinya :
Rencana transisi/Peta rencana merupakan panduan untuk keberlanjutan dan pentahapan
pengembangan system.

Konsep Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah :
- RPIMD;
- Arsitektur SPBE;
- Peta Rencana SPBE;
- Rencana Kerja dan Anggaran.

Koordinasi SPBE Nasional, yaitu : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia.

Penanggung Jawab Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, terdiri dari : Kelompok
Kerja SPBE; dan OPD terkait lainnya.

Muatan Peta Rencana SPBE :

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, yaitu :

Tata Kelola;

Manajemen;

Layanan;

Aplikasi;

Infrastruktur;

Keamanan;

Audit TIK.

No oy ks

Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE IPPD :

1. Memahami Dokumen Strategis (Renstra/RPIMD) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan;

Gap Analisis Kapabilitas Layanan yang akan dikembangkan untuk Pencapaian Indikator Kinerja;
Konsolidasi Rencana Pengembangan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD);
Mengembangkan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;

I TN

Evaluasi.

Devi Nurita_Kelompok I_“Peningkatan Investasi” 34



Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE :

Alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE, meliputi proses sebagai berikut :

1.
2.
3.
4

Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;

Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Penentuan Program dan Kegiatan.

Tabel 5.2. Matriks Peta Rencana SPBE

KELOMPOK 1 : PENINGKATAN INVESTASI

No | Project/Activities

Baseline Target
| — 2022 2023 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)

Indikator |(Indika(or) | (Target) | (Target)

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis

A |PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Dinas 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
PENANAMAN MODAL PMPTSP
-~ [Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dinas 1 Perda - -
Dibidang Penanaman Modal yang PMPTSP

menjadi Kewenangan Daerah Kab.
Pesisir Selatan

— [Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab. Dinas 170 Buku 12 Buku 15 Buku
Pesisir Selatan PMPTSP
B |PROGRAM PENGENDALIAN Dinas 1 soP - -
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PMPTSP
— [Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Dinas 1 soP - -
Modal yang menjadi Kewenangan PMPTSP
Daerah Kab. Pesisir Selatan
C |PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Dinas 5 Laporan 8 Laporan 10 Laporan
SISTEM INFORMASI PENANAMAN PMPTSP
MODAL
— [Pengelolaan Data dan Informasi Dinas 5 Laporan 8 Laporan 10 Laporan
Perizinan dan Non Perizinan yan PMPTSP

g
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab.
Pesisir Selatan

A |PROGRAM PENUNJANG URUSAN Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

PEMERINTAHAN DAERAH KAB. PMPTSP
PESISIR SELATAN

- [Perencanaan, Penganggaran, dan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Evaluasi Kinerjia Perangkat Daerah PMPTSP

— |Administrasi Keuangan Perangkat Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Daerah PMPTSP

— |Administrasi Kepegawaian Perangkat Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Daerah PMPTSP

— |Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
PMPTSP

— |Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PMPTSP

- |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan Daerah PMPTSP

— |[Pemelinaraan Barang Milik Daerah Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PMPTSP

A PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Dinas 30 Izin 32 1Izin 35 Izin
MODAL PMPTSP

- [Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas 30 Izin 32 Izin 35 Izin
secara Terpadu Satu Pintu dibidang PMPTSP

Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kab. Pesisir
Selatan

B |PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Dinas 5 Kali 7 Kah S Kali
MODAL PMPTSP

— [Penyelenggaraan Promosi Penanaman Dinas 5 Kali 7 Kali S Kali
Modal yang menjadi Kewenangan PMPTSP

Daerah Kab. Pesisir Selatan

A PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI Dinas 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
INVESTASI PMPTSP
dan
Dinas
Kominfo

-~ [Penyediaan aplikasi berbasis investasi Dinas 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
PMPTSP
dan Dinas
Kominfo

A PROGRAM PENGEMBANGAN Dinas 1 Infrastruktur | 1 Infrastruktur | 1 Infrastruktur
INFRASTUKTUR INVESTASI PMPTSP Data Data Data
dan
Dinas
Kominfo
- [Penyediaan Infrastruktur yang memadai Dinas 1 Infrastruktur 1 Infrastruktur 1 Infrastruktur
untuk Mmeningkatkan investasi PMPTSP Data

dan Dinas
Kominfo

A PROGRAM KEAMANAN DATA & Dinas 1 Akun Data 1 Akun Data 1 Akun Data
INFORMASI INVESTOR PMPTSP Investor Investor Investor
dan
Dinas
Kominfo
- [Penyediaan sarana keamanan data & Dinas 1 Akun Data 1 Akun Data 1 Akun Data
informasi investor PMP TSP nvestor INnvestor INnvestor

dan Dinas
Kominfo

A |PROGRAM EVALUASI TIK UNTUK Dinas 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
INVESTASI PMPTSP
dan
Dinas
Kominfo
— [Memonitoring dan mengevaluasi TIK Dinas 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
yang berhubungan investasi PMPTSP

dan Dinas
Kominfo

Devi Nurita_Kelompok I_“Peningkatan Investasi” 35



7. Penutup

Rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peningkatan Investasi
merupakan prioritas program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target kinerja sebagai penjabaran
dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Periode Tahun 2021-2026. Melalui
perencanaan yang baik diharapkan pencapaian output kinerja sesuai, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi,
terintegerasi dan bersinegris dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan Rancangan Arsitektur SPBE dapat dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dalam mengatasi
permasalahan yang terjadi, sehingga program dan kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan. Untuk melaksanakan
program dan kegiatan tersebut diperlukan upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dalam
mencapai pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya Rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini dijadikan sebagai bahan
pedomana dalam Penyusunan Rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya
Peningkatan Investasi Kebijakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Akhir Penyusunan Rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang Peningkatan Investasi di Kabupaten Pesisir
Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen Rancangan Arsitektur SPBE untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan ke depan. Rancangan Arsitektur SPBE ini juga memberikan
umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan penyusunan Rancangan Arsitektur SPBE
dimasa mendatang oleh Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja
ke depan arah yang lebih baik dimasa akan datang.
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